
 

 

 

 

 

LAPORAN SINGKAT KOMISI I DPR RI 
(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI 
DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, BADAN 
SIBER DAN SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT, 
DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK 
INDONESIA, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, DEWAN PERS, 
KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR 
FILM, DAN PERUM LKBN ANTARA) 

 
Rapat ke                      : 4 (empat) 

Masa Persidangan : V 

Tahun Sidang : 2023 – 2024 
Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri R.I, 

dan Dirjen Anggaran Kemenkeu R.I 
Hari, Tanggal : Rabu, 5 Juni 2024  
Pukul : 11.00 WIB 
Sifat Rapat : Terbuka dilanjutkan tertutup 

Pimpinan Rapat : Meutya Viada Hafid, Ketua Komisi I DPR RI 

Sekretaris Rapat : Sartomo, S.S., M.Si., Kabagset Komisi I DPR RI 

Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt.1, Jalan Jenderal 
Gatot Soebroto, Jakarta 10270 

Acara : SESI I  
Anggaran infrastruktur  Diplomasi meliputi : 
1. Tunjangan dan Dasar Fasilitas Pegawai di Perwakilan : 

a) Angka Dasar Tunjangan Penghidupan Luar Negeri 
b) Angka Pokok Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (APTPLN) 

sesuai jenjang gelar diplomatik dan golongan PNS 
c) Tunjangan penghidupan suami.isteri. 
d) Tunjangan anak. 
e) Fasilitas sewa rumah. 
f) Restitusi pengobatan 

2. Sarana dan prasarana (Sebagai tindak lanjut Kunjungan Kerja Luar 
Negeri Komisi I DPR RI ke Perwakilan RI di Luar Negeri) 

SESI II  
1. Perkembangan situasi terkini di Palestina, khususnya military 

offensive Israel di Rafah.  
2. Diplomasi RI dalam menggalang pengakuan terhadap Palestina dan 

dukungan untuk keanggotaan Palestina di PBB. 
Hadir : 1. ...   dari 50 Anggota Komisi I DPR RI 

2. a)   Menteri Luar Negeri R.I, Retno L.P Marsudi,  
3. b)   Plh. Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan  

      Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara  
      (BA BUN) Kemenkeu R.I, Putut Hari Satyaka; dan 

4. c)  Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kemenkeu R.I,   
    Didik Kusnaini; dan  

       beserta jajaran. 
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RAPAT TERTUTUP 


